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ABSTRAK

Korupsi adalah perbuatan melawan hukum menyalahgunakan wewenang,
menyuap penegak hukum atau pegawai pemerintahan untuk mengambil kebijakan
yang menguntungkan, sehingga dapat melancarkan urusan demi kepentingan
pribadi atau kepentingan golongannya. Untuk memberantas kejahatan korupsi
harus diterapkan sanksi yang tegas agar terjadi akumulasi efek jera bagi pelaku
tindak korupsi, sekaligus diharapkan dapat meredam siapapun untuk tidak
berurusan dengan kejahatan korupsi. Salah satu upaya adalah dengan pidana
tambahan pencabutan hak tertentu yang diatur dalam UU Tipikor dan KUHP.
Djoko Susilo adalah terpidana pertama yang divonis dengan pidana tambahan
pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Penjatuhan pidana
tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik pada kasus
korups masih tergolong baru, sehingga tulisan ataupun penelitian mengenai hal
ini belum banyak. Oleh karena itu penyusun tertarik untuk mengkaji penjatuhan
pidana tambahan tersebut.

Pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah apakah penjatuhan pidana
tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik pada kasus
Djoko Susilo telah sesua dengan Pasa 38 KUHP dan bagaimana penjatuhan
pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik pada
kasus Djoko Susilo dilihat dari perspektif HAM. Untuk menjawab permasalahan
diatas maka metode penelitian yang digunakan adalah Kepustakaan dengan
menggunakan pendekatan Y uridis-Normatif yaitu pendekatan penelitian terhadap
peraturan perundang-undangan kemudian dikomparasi dengan vonis penjatuhan
pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik Djoko
Susilo. Kemudian menganalisis vonis pencabutan hak memilih dan dipilih dalam
jabatan publik Djoko Susilo dengan menggunakan Teori Negara Hukum, Teori
HAM, Teori Pemidanaan, Teori Y uridis, dan Teori Hukum Progresif.

Dari hasil penelitian, maelis hakim dalam menjatuhan pidana tambahan
pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik Djoko Susilo tidak
mencantumkan berapa lama hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik itu
dicabut. Sedangkan dalam Pasal 38 KUHP mengatur jika dilakukan pencabutan
hak, hakim harus menentukan lamanya pencabutan hak tersebut. Akibatnya Djoko
Susilo tidak dapat menggunakan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publiknya
untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik seumur hidup meskipun telah
bebas dari hukuman penjara yang telah dijalaninya. Pencabutan hak memilih dan
dipilih dalam jabatan publik yang diterapkan terhadap Djoko Susilo ini termasuk
terobosan baru dalam memberantas korupsi, hamun dalam penerapannya jangan
sewenang-wenang dan melanggar HAM. Karena telah mencabut hak memilih dan
dipilih dalam jabatan publik warga negara secara utuh, tanpa membatasinya dalam
jangka waktu tertentu seperti yang telah diatur dalam Pasal 38 KUHP.
Kedepannya JPU dan Hakim dalam menuntut dan menjatuhkan pidana tambahan
pencabutan hak tertentu khususnya pada kasus korupsi, agar |ebih memperhatikan
ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 38 KUHP.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri
sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau
sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan
orang lain atau negara.

Masadlah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) bagi negara-negara
berkembang, ibarat penyakit Aids yang sulit dihindarkan dan dicari obatnya.
Kendati menjadi tekad semua bangsa di dunia untuk melenyapkan atau
mengurangi tingkat intensitas, kualitas, dan kuantitasnya dalam upaya
menciptakan pemerintahan yang bersih (clean governance) dan pemerintahan
yang baik (good governance), korups sulit diberantas.?

Berbaga survel yang dilakukan lembaga asing seperti Global Corruption
Indeks atau Transparancy International Index dan beberapa lembaga survei dalam
negeri, menunjukkan bahwa Indonesia termasuk rangking teratas dalam peringkat

korupsinya.® Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan

IM. Marwan & Jimmy P., Kamus Hukum, (Y ogyakarta: Gama Press, 2009), him. 384.

2 Teguh Suligtia dan Aria Zurnetti, Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformas,
(Jakarta: Rajawali Pers, 2011), him. 192.

3 Mansyur Semma, Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara,
Manusia Indonesia, dan Perilaku Poalitik, (Jakarta: Y ayasan Obor Indonesia, 2008), him 81.



membawa bencana tidak sga terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi
juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.*

Korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematik dan merugikan
pembangunan berkelanjutan sehingga memerlukan langkah-langkah pencegahan
dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan
baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional. Dalam melaksanakan
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif
diperlukan dukungan mangemen tata pemerintahan yang baik dan kerja sama
internasional, termasuk pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana
korupsi.®

Lembaga pemerintah yang menangani perkaratindak pidana korups yang
ada selama ini belum berfungsi secara efektif dan efisien daam memberantas
tindak pidana korupsi. Untuk itu pemerintah merasa perlu membentuk suatu
komisi yang dapat menangani masalah pemberantasan korupsi.®

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 43 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korups yang kemudian diadakan perubahannya
berdasarkan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun
1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Dewan Perwakilan Rakyat

bersama dengan Presiden Republik Indonesia (Pemerintah) mengeluarkan UU No.

4 Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

5 Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan
United Convention Against Corruption, 2003. (Konvens Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti
Korupsi, 2003).

6 C.S.T. Kasnsil dkk, Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nasional, (Jakarta: Jala
Permata Aksara, 2009), him. 91.



30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Komisi
ini merupakan suatu lembaga yang independen dengan tugas dan wewenang
melakukan pemberantasan korupsi bagi setiap orang yang melanggarnya.”

Selama kurun waktu 10 tahun, Komis Pemberantasan Korupsi (KPK)
telah banyak menangani kasus-kasus korupsi, perkembangannya pun dari tahun ke
tahun semakin bailk. KPK terus mendorong pemberian sanksi yang tegas agar
terjadi akumulas efek jera bagi pelaku tindak pidana korups sekaligus
diharapkan dapat meredam sigpapun untuk tidak berurusan dengan kejahatan
korupsi.®

Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan
pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan
karena itu semua makatindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai
kegjahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kegjahatan luar biasa. Begitupun
dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi
dituntut cara-cara yang luar biasa.® Pada konteks ini, KPK dalam merumuskan
dakwaan kian mengintensifkan penggunaan kombinasi Undang-undang Tindak
Pidana Korups dan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan

tuntutan yang makin maksimal .*°

" 1bid.
8 Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2013, him. 3.

9 Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

10 Laporan Tahunan Komisi..., him. 3.



Terobosan lainnya adalah dengan menggunakan pasa-pasal hukuman
tambahan, menuntut pembayaran uang pengganti yang besarnya sama dengan
harta benda yang dikorups menjadi salah satu cara membuat jera. Hukuman
tambahan juga diberikan dengan menuntut pencabutan hak memilih dan dipilih
dalam jabatan publik.*

Total ada 70 perkara yang ditangani KPK sepanjang 2013, jauh melebihi
tahun sebelumnya yang berjumlah 49 perkara. Agresifitas juga ditunjukkan
dengan melakukan 10 kali operas tangkap tangan. Sama seperti tahun
sebelumnya, operasi tangkap tangan pada 2013 juga tidak hanya dilakukan di
Pulau Jawa. Secara total pada tahun 2013, KPK melakukan 76 kegiatan
penyelidikan, 101 penyidikan, dan 66 penuntutan. Jumlah tersebut merupakan
gabungan antara perkara baru dan sisa perkara pada tahun sebelumnya.?

Salah satu kasus yang ditangani KPK pada tahun 2013 adalah kasus
korupsi Pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi Roda Dua (R-2) dan
Roda Empat (R-4) yang melibatkan salah satu perwira tinggi POLRI yaitu Djoko
Susilo. Kasus korupsi ini sangat menarik perhatian, karena Presiden RI sampai
harus turun tangan menengahi konflik antar KPK dan POLRI yang berebut untuk
menangani kasus tersebut.

Tak hanya diawal pengusutan kasus ini yang menarik perhatian, diakhir

kasus ini pun cukup menarik perhatian masyarakat dari semua kalangan. Karena

1 1bid, him 12.

2 |bid.



dalam putusan kasasi majelis hakim memperkuat hukuman yang dijatuhkan pada

tingkat banding dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Inspektur Jenderal Polisi Drs. Djoko Susilo, SH., M.S.
telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan
Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan gabungan beberapa kejahatan
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair serta
Tindak Pidana Pencucian Uang secara bersama-sama dan Gabungan beberapa
keahatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kedua Pertama
dan Dakwaan Ketiga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenaitu dengan pidana penjara
selama 18 (delagpan belas) tahun dan pidana denda sebesar
Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana
denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1
(satu) tahun;

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar
Rp.32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar rupiah), dan apabila Terdakwa
tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan
memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh
Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta
bendanya tidak mencukupi, maka dijatuhi pidana penjara selamab tahun;

4. Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak

tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik;



5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan, dikurangkan seluruhnya
dari pidanayang dijatuhkan;

6. Memerintahkan agar Terdakwa Inspektur Jenderal Poliss Drs. DJOKO
SUSILO, SH., M.Si. tetap berada dalam tahanan;

7. Menetapkan agar seluruh barang bukti;... ¥

8. Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua
tingkat peradilan yang dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,00
(duaribu limaratus rupiah).4

Satu ha yang menarik perhatian dari putusan tersebut adalah pidana
tambahan berupa pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik.
Djoko Susilo adalah terpidana kasus korups pertama yang mendapatkan vonis
pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik.
Padaha pidana tambahan tersebut sudah termuat cukup lama di dalam Undang-
undang Tindak Pidana Korups (TIPIKOR) dan Kitab Undang-undang Hukum
Pidana (KUHP), tetapi para hakim tidak pernah menerapkannya dalam kasus-
kasus korupsi.

Penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam
jabatan publik ini tergolong masih baru, sehingga belum ada Karya lImiah
ataupun penelitian mengena hal ini. Oleh karena latar belakang di atas, maka
penyusun merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh menegenai hal tersebut,

kemudian menuliskannya dalam suatu karya ilmiah berupa skrips yang diberi

13 Petikan Putusan Nomor 537/K/Pid.Sus/2014, him. 4.

14 1bid, him. 356.



judul “Analisis Yuridis Terhadap Penjatuhan Pidana Tambahan Pencabutan

Hak Memilih Dan Dipilih Dalam Jabatan Publik Djoko Susilo”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah
penelitian ini adalah sebagal berikut:
1. Apakah penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih
dalam jabatan publik pada kasus Djoko Susilo sudah sesua dengan pasal
38 KUHP ?
2. Bagaimanakah penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan
dipilih dalam jabatan publik pada kasus Djoko Susilo dilihat dari perspektif

Hak Asasi Manusia?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Pendlitian
a. Mengetahui kesesuaian penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak
memilih dan dipilih daam jabatan publik pada kasus Djoko Susilo
dengan Pasal 38 KUHP.
b. Mengetahui penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan
dipilih dalam jabatan publik pada kasus Djoko Susilo dalam perspektif

Hak Asasi Manusia



2. Manfaat Pendlitian

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai pengembangan dalam limu
Hukum Pidana terkait penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak
memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Serta dapat menjadi referens
bagi meraka yang tertarik mendalami permasalahan yang berkaitan dengan
penelitian ini.
b. Secara Praktis

Hasil pendlitian ini dapat menjadi bahan bacaan dan tukar pikiran
bagi para praktisi hukum, khususnya penuntut umum dan hakim dalam
menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Sehingga dalam menuntut
dan menjatukan hukuman pidana pokok dan pidana tambahan, dapat
mencerminkan keadilan yang tidak hanya dirasakan oleh masyarakat, tetapi

jugarasakeadilan untuk terpidana.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini penyusun mengangkat tema penjatuhan pidana
tambahan. Setelah mencari referens terkait dengan tema penelitian di atas, maka
sebagal bahan pembanding, sebagal dasar keaslian pendlitian, dan juga pembeda
antara penelitian penyusun dengan penelitian yang sudah ada, penyusun
menemukan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan tema penjatuhan

pidana tambahan, diantaranya:



Michael Barama dalam karya ilmiahnya yang berjudul “Uang Pengganti
Sebagal Pidana Tambahan dalam Perkara Kasus Korupsi”. Dalam karyailmiah ini
membahas kedudukan dan pelaksanaan uang pengganti sebagal pidana tambahan
dalam perkara pidana korupsi.*®

Ganesa Ali Nugraha dalam skripsinya yang berjudul “Eksistensi Pidana
Tambahan Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Keaksaan Negeri
Semarang)”. Skripsi ini meneliti efek yang timbul dengan adanya eksekusi pidana
tambahan serta bagaimana proses perampasan harta benda bagi pelaku tindak
pidana korups yang dilakukan oleh jaksa pada K ejaksaan Negeri Semarang.®

Uba Dillah dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Yuridis Putusan
Hakim Tidak Menjatunkan Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korups
(PUTUSAN NOMOR: 54/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST)”.  Skripsi  ini
menganalisis kesesuaian dasar pertimbangan hakim terhadap fakta persidangan
dan pertimbangan hakim yang tidak menjatuhkan pidana tambahan dalam perkara
yang ditelitinya.l’

Eka Bagus Setyawan dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Yuridis
Sosiologis Terhadap Putusan Hakim Tentang Pembayaran Uang Pengganti
Sebaga Pidana Tambahan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Skripsi

ini membahas dasar yuridis sosiologis bagi hakim dalam menjatuhkan putusan

15 Michael Barama, Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan dalam Perkara Kasus
Korupsi, Karya IImiah Fakultas Hukum Sam Ratulangi Manado, 2011.

16 Ganesa Ali Nugraha, Eksistensi Pidana Tambahan Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi
Pada K gjaksaan Negeri Semarang), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2013.

Y Ubai Dillah, Andisis Yuridis Putusan Hakim Tidak Menjatuhkan Pidana Tambahan
dalam Tindak Pidana Korupsi (PUTUSAN NOMOR: 54/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST), Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Jember, 2013.
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dan carajaksa mengoptimalkan vonis putusan pidana pembayaran uang pengganti
sebagai pidana tambahan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.8

Citra Gaffara Tagwarahmah dalam skripsinya yang berjudul
“Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan (Studi Kasus di
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Tahun 2012-2013)”. Skripsi ini
membahas tentang pertimbangan hakim dan implementasi penjatuhan pidana
tambahan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Y ogyakarta Tahun 2012-2013.°

Kadek Krisna Sintia Dewi dalam Thesis yang berjudul “Efektifitas
Penergpan Ancaman Sanksi Pidana Tambahan Guna Pengembalian Kerugian
Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korups (Studi Kasus di Pengadilan
Negeri Denpasar)” Dalam thesis ini membahas penerapan ancaman sanksi pidana
tambahan guna pengembalian kerugian keuangan negara dan kendala dalam
pelaksanaan putusan pengadilan terkait sanksi pidana tambahan guna
pengembalian kerugian keuangan negara dengan uang pengganti dalam tindak
pidana korupsi.?°

Dari semua uraian penelitian atau karya ilmiah di atas yang terkait dengan
tema penelitian dengan tema pidana tambahan pada kasus korupsi memang sudah

banyak diteliti, namun yang spesifik mengenal penjatuhan pidana tambahan

18 Eka Bagus Setyawan, Analisis Y uridis Sosiologis Terhadap Putusan Hakim Tentang
Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan dalam Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, Skrips Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2013.

1 Citra Gaffara Tagwarahmah, Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana
Tambahan (Studi Kasus di Pengadilan Tindak Pidana Korups Y ogyakarta Tahun 2012-2013),
Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

20 Kadek Krisna Sintia Dewi, Efektifitas Penerapan Ancaman Sanksi Pidana Tambahan
Guna Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di
Pengadilan Negeri Denpasar) Thesis Program Pascasarjana Magister 1lmu Hukum Universitas
Udayana Denpasar, 2014.
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pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik belum ada. Penelitian
penyusun lebih fokus pada kesesuaian penjatuhan pidana tambahan pencabutan
hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik pada kasus Djoko Susilo dengan
Pasal 38 KUHP, dan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik

pada kasus Djoko Susilo dilihat dari perspektif HAM.

E. Kerangka Teoretik

Penelitian ini menggunakan Teori Negara Hukum, Teori HAM, Teori
Pemidanaan, Teori Yuridis dan Teori Hukum Progresif sebagal landasan
penyusun untuk mengkaji permasalahan penjatuhan pidana tambahan pencabutan
hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik pada kasus Djoko Susilo.
1. Teori Negara Hukum

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, hal ini tertuang dalam Undang
Undang Dasar 1945 Pasal 1 Angka (3).2! Pada hakikatnya tujuan dibentuknya
negara hukum adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat atas
hak-haknya agar tidak dilanggar oleh pemerintah.??

Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep rechstaat (Julius
Stahl) atau konsep Rule of Law (A.V. Dicey) karena latar belakang lahirnya
konsep-konsep tersebut tidak lepas dari keinginan memberikan pengakuan dan
perlindungan terhadap hak asasi manusia. Konsep negara hukum atau rechstaat

menurut Julius Stahl terdiri dari 4 elemen utama, yaitu:

21| jhat Pasal 1 Angka (3) UUD 1945.

2 Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat), (Bandung: PT. Refika
Aditama, 2011), him. 4.
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a. Perlindungan hak asasi manusig;

b. Untuk melindungi hak-hak asasi manusia, maka penyelenggaraan

negara haruslah berdasarkan theory atau konsep trias politica;

c. Ddam melaksanakan tugasnya, pemerintah dibatas oleh undang-

undang (wetmatig bestuur);

d. Apabila dalam melaksanakan tugas pemerintah masih melanggar hak

asasi, maka ada pengadilan administrasi yang mengadilinya.?®

Sedangkan menurut A.V. Dicey, konsep negara hukumnya atau rule of law
menerangkan bahwa ada 3 (tiga) ciri penting negara hukum, yaitu:

a. Supremasi hukum;

b. Equality before the law;

c. Terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan

pengadilan.?*

Berdasarkan UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara
hukum seperti yang telah diuraikan di atas, maka dalam setiap kebijakan dan
keputusan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga negara haruslah
berdasarkan aturan hukum yang berlaku (hukum positif). Tak terkecuali hakim
dalam menjatuhkan pidana harus berdasarkan hukum positif.

2. Teori HAM
Pengertian HAM sebenarnya mencakup spektrum yang cukup luas yang

bergulat secara dinamis dari HAM individua ke HAM komunal, bahkan terakhir

2 Abdul Aziz Hakim, Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia, (Y ogyakarta: Pustaka
Pelgjar, 2011), him. 17.

24 Munir Fuady, Teori Negara Hukum..., him. 3.
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muncul HAM kolektif. Pertentangan dalam penerapan HAM biasanya disebabkan
oleh perbedaan pandangan tentang HAM yang diinginkan. Kalangan di luar
terjemahan dari istilah pemerintahan menuntut pada penekanan HAM individual,
sedangkan pemerintah, atas nama pembangunan dan kesatuan, memilih
penegakan HAM yang komunal yang cenderung otoriterian.?

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun
1999 Tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan HAM sebagai berikut:%

“Hak Asasi Manisia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat
dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Y ang Maha Esa dan merupakan
anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara,
hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat
dan martabat manusia.”

HAM adalah hak kodrati yang berasal dari Allah, sehingga tidak seorang
atau kekuasaan apapun di dunia ini boleh merampas hak-hak dasar yang melekat
pada manusia sgak lahir. HAM bukan pemberian manusia lain, pemerintah,
ataupun Undang-Undang Dasar. Hanya dengan penghargaan dan tegaknya kodrat
itu pula, manusia dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaannya.?’

Seperti halnya pengaturan HAM dalam BAB XA Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia 1945, dalam salah satunya pasalnya mengatur

mengenai hak turut serta dalam pemerintahan yang diatur dalam Pasal 28D angka

% Moh. Mahfud MD., Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, (Y ogyakarta: Gama
Media, 1999), him. 177.

% |ihat Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Manusia.

27 Artijo Alkostar, Negara Tanpa Hukum: Catatan Pengacara Jalanan, (Y ogyakarta:
Pustaka Pelagjar, 2000), him. 44.
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(3) “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam
pemerintahan.”?® Lebih jelasnya mengenai hal tersebut diatur dalam Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asas Manusia
Pasal 43:2°

(1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam
pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan
suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan
langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas,
menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setigp jabatan
pemerintahan.

Berdasarkan uraian pasal di atas, setiap warga negara berhak memperoleh
kesempatan yang sama dalam pemerintahan karena telah dijamin oleh undang-
undang, sehinggatidak seorangpun dapat menghilangkannya melalui cara apapun.
3. Teori Pemidanaan

Beberapa diantara para ahli hukum pidana menyadari betul soal
pemidanaan bukanlah sekedar masalah tentang proses sederhana memidana
seseorang dengan menjebloskannya ke penjara. Refleksi yang paling kecil sgja,
dengan mudah menunjukkan bahwa memidana sesungguhnya mencakup pula
pencabutan (peniadaan), termasuk proses pengadilan itu sendiri.*°

Menurut aliran klasik tujuan hukum pidana untuk melindungi individu dari

kekuasaan penguasa atau negara. Sebaliknya menurut aliran modern mengajarkan

28 Ljhat Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945.
2 Lihat Pasal 43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
%0 Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana: Kajian

Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi, Cet. Ke-3, (Yogyakarta: Pustaka Pelgjar, 2012),
him. 74.
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tujuan hukum pidana untuk melindungi masyarakat terhadap keahatan, dengan
demikian hukum pidana harus memperhatikan kejahatan dan keadaan penjahat,
maka aliran ini mendapat pengaruh dari perkembangan kriminologi. Mengenai
tujuan hukum pidana dikenal duaaliran, yaitu:3!

a Untuk menakut-nakuti setigp orang jangan sampa melakukan
perbuatan yang tidak baik (aliran klasik).

b. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak
bailk menjadi bailk dan dapat diterima kembali dalam kehidupan
lingkungannya (aliran modern).

Sanks pidana merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mencapai
tujuan diadakan hukum pidana. Pemberian pidana sebenarnya telah menjadi
persoalan dan pemikiran dikalangan para ahli di dalam mencari alasan-alasan dan
syarat-syarat seseorang dapat dijatuhi pidana. Dalam hal ini dikena tiga teori
mengenai adlasan pembenar dan syarat pemidanaan, yaitu: teori absolut, teori
relatif, dan teori gabungan.*?

a Teori Pembalasan atau Absolut, diadakannya pidana adalah untuk

pembalasan. Teori ini dikenal pada akhir abad ke-18 dengan pengikut
Imanuel Kant, Hegel, Herbert, dan Stahl.*® Teori ini sebenarnya adalah
suatu teori yang berdasarkan pada anggapan “hutang jiwa harus dibayar

dengan jiwa” dan “hutang darah harus dibayar dengan darah”. Dasar ini

3! Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Cet. Ke-4, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), him. 14.

32 Roni Wiyanto, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2012),
him. 111.

33 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana..., him. 15
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disebut “talio” (denda darah). Lambat laun kekegjaman itu dapat

dihindarkan dengan penggantian kerugian, yaitu dengan denda atau

dengan penjara.®

b. Teori Tujuan atau Relatif, jika teori Absolut melihat kepada kesalahan
yang sudah dilakukan, sebaliknya teori-teori Relatif ataupun Tujuan
berusaha untuk mencegah kesalahan pada masa mendatang, dengan
perkataan lain pidana merupakan sarana untuk mencegah kejahatan,
oleh karena itu juga sering disebut teori prevensi, yang dapat kitatinjau
dari duasegi, yaitu prevensi umum dan prevensi khusus.*

1) Teori prevenss umum, Yyatu pencegahan ditujukan kepada
masyarakat pada umumnya. Dengan adanya pidana yang dikenakan
pada pelaku kegahatan, maka orang-orang lain (masyarakat) akan
urung mel aksanakan niatnya untuk melakukan ke ahatan.

2) Teori prevensi khusus, yaitu pencegahan ditujukan kepada orang
yang melakuakn kejahatan supaya tidak lagi melakukan kejahatan.
Termasuk di sini adalah teori-teori yang bertujuan untuk
memperbaiki orang yang melakukan kejahatan.®

c. Teori Gabungan adalah gabungan dari duateori di atas. Gabungan teori

itu menggarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk

3 Umar Said, Pengantar Hukum Indonesia: Sgjarah dan Dasar-dasar Tata Hukum Serta
Poalitik Hukum Indonesia, (Maang: Setara Press, 2009), him. 228.

3 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana..., him. 15.

3% Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Cet. Ke-2, (Jakarta:
Rajawali Pers, 2013), him. 233.
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mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki
pribadi si penjahat.®’

Dilihat dari uraian teori pemidanaan di atas, sanksi pidana yang diterapkan
pada kasus korupsi seharusnya dapat membalas perbuatan jahatnya, memperbaiki
dan memberikan terpidana efek jera, sekaligus mencegah orang lain agar tidak
melakukan kejahatan yang sama.

4. Teori Yuridis
a. Ancaman Sanks Tindak Pidana Korups

Pidana penjara diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20
Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups Pasal 2, Pasal 3, Pasa 5, Pasal 6,
Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16,
Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23.

Pidana penjara yang diancam dalam pasal-pasal tersebut bervariasi antara
1 tahun sampa penjara seumur hidup, bahkan ada ancaman pidana mati seperti
yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi “dalam hal tindak pidana
korups sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu,
pidana mati dapat dijatuhkan.” Untuk lebih jelasnya mengena hukuman yang

dapat dijatuhkan kepada koruptor akan dibahas lebih rinci dalam bab 11.

7 Laden Marapaung, Asas Teori Prakek Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005),
him. 107.
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b. Jenis Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Daam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korups diatur mengena pidana tambahan pencabutan hak-hak
tertentu seperti yang tertuang dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d “Pencabutan seluruh
atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian
keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada
terpidana.”

Lebih jelasnya dalam KUHP diatur mengena hak-hak tertentu yang dapat
dicabut dalam putusan hakim diatur dalam Pasal 35 ayat (1):

Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-
hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum
lainnyaialah:

a. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;

b. hak memasuki Angkatan Bersenjata;

c. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan
aturan-aturan umum;

d. hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan,
hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas,
atas orang yang bukan anak sendiri;

e. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjaankan perwalian atau
pengampuan atas anak sendiri;

f. hak menjalankan mata pencarian tertentu.®
Dari uraian teori yuridis di atas maka hakim dapat mencabut hak-hak

tertentu seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun
daam penjatuhan pidana pencabutan hak-hak tertentu hakim tetap harus

memperhatikan aturan-aturan yang berkaitan dengan pencabutan hak tersebut.

3% Lihat Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
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5. Teori Hukum Progresif

Daam konsep hukum progresif, hukum tidak ada untuk kepentingan
dirinya sendiri, melaikan untuk suatu tujuan yang berada diluar dirinya.3® Hukum
progresif berbagi faham dengan legal realism dan freirechtslenre, oleh karena
hukum tidak dilihat dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan dilihat dan dinilai
dari tujuan sosia yang ingin dicapainya serta akibat-akibat yang timbul dari
bekerjanya hukum.** Salah satu kunci dalam hukum progresif adalah
Pembebasan. Hukum progresif menolak sikap status quo dan submisif dalam
berteori. Baginya setiap pikiran, pendapat, doktrin dan asas terbuka untuk ditinjau
dan dipikirkan kembali penggunaannya. Sikap tersebut konsisten dengan maksim
“hukum untuk manusia”, bukan sebaliknya.*

Hukum progresif menawarkan bentuk pemikiran dan penegakan hukum
yang tidak substantif terhadap sistem yang ada, tetapi lebih afirmatif (affirmative
law enforcement). Afirmatif berarti keberanian untuk melakukan pembebasan dari
praktek konvensional dan menegaskan penggunaan satu cara yang lain. Langkah
afirmatif tersebut menimbulkan lekukan-lekukan (bld, deuken) dalam praktek tipe

liberal. Istilah yang lebih popular adalah melakukan terobosan.*?

3 Satjipto Raharjo, Hukum Progresif: Sebuah Sntesa Hukum Indonesia, (Y ogyakarta:
Genta Publishing, 2009), him. 35.

“0 | bid, hal. 36.
41 1bid, him. 143.

42 1bid, him. 141-142.
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F. Metode Pendlitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.
Metode kualitatif adalah metode penelitian yang tidak membutuhkan populasi dan
sampel. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif, adalah penelitian yang
mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan
maupun putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang
dalam masyarakat.*

Metode penelitian ini merupakan bagian yang terpenting dari suatu
penelitian, karena metode penelitian ini akan menjadi arah dan petunjuk bagi
suatu penelitian.* Ada beberapa hal yang perlu diuraikan sebagai berikut berikut:
1. Jenis Pendlitian

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan, dalam hal ini penyusun menggali
informasi dari buku-buku, karya ilmiah berupa jurnal hukum, tesis, dan skrips,
peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan
penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan
publik pada kasus Djoko Susilo.

2. Pendekatan Penelitian

Daam penelitian ini, pendekatan yang digunakan oleh penyusun adalah

Y uridis-Normatif. Pendekatan Y uridis-Normatif tersebut mengacu kepada norma-

norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-

4 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Cet. Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),
him. 105.

4 Mukti Fajar ND. dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Nomatif &
Empiris, (Y ogyakarta: Pustaka Pelgjar, 2010), him. 104.



21

putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Selain
itu, dengan melihat sinkronasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara
hierarki.*

Penyusun melakuakan pendekatan penelitian terhadap peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengena hak memilih dan dipilih dalam
jabatan publik kemudian dikomparasi dengan vonis penjatuhkan pidana tambahan
pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik pada kasus Djoko
Susilo.

3. Sifat Pendlitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yang mengungkapkan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi
objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam
masyarakat yang berkenaan objek penelitian.®

Daam hal ini, penyusun mendeskripsikan peraturan perundang-undangan
mengenal hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik kemudian menganalisis
vonis penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam
jabatan publik pada kasus Djoko Susilo dengan menggunakan teori yang telah
ditentukan.

4. Sumber Data
Karena jenis pendlitian ini adalah pustaka, maka sumber data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder yaitu

45 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum..., him. 105.

4Ibid, him. 105-106.
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data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan
dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan
peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan objek penelitian selain itu putusan pengadilan yang
sudah mempunyai kekuatan hukum tetap juga menjadi bahan hukum primer.#’
Dadam ha ini, penyusun menelusuri beberapa peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya:
1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana
3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korups jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang
Perubahan atas Undang-undang 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi
4) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
5) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan
International Convenant On Civil And Political Rights (Konvenan
Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)
6) Putusan Pengadilan Terkait Perkara Korupsi Dengan Terpidana Djoko

Susilo

4| bid, him. 106.
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b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah
hukum yang terkait dengan objek penditian.®* Dalam ha ini, penyusun
menggunakan beberapa referensi diantaranya buku hukum pidana, buku HAM,
buku politik, dan juga beberapa karya ilmiah yang erat kaitannya dengan
penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia,
majalah, surat kabar, dan sebagainya.*

Daam hal ini, penyusun mencari beberapa artikel hukum, maaah, surat
kabar, dan kamus hukum yang membahas atau menjelaskan mengenal
permasalahan yang terkait dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum
(baik normatif maupun yang sosiologis), karena penelitian hukum selalu bertolak
dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-
bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan
bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan

resbilitasnya, sebab, hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.>

“Bbid.
“1bid.

50 Amirudin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cet. Ke-2,
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), him. 68.
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Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen.
Y aitu terkait data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber
dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, jurnal, putusan
pengadilan, hasil penelitian, kamus, surat kabar, dan artikel hukum dari internet.
6. Teknik Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian
bersifat deskriptif-analitis, maka teknik analisa data yang dipergunakan adalah
pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi is dan
struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penyusun untuk
menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam
menyel esaikan permasal ahan hukum yang menjadi objek kajian.>*

Daam hal ini, penyusun menggunakan analisa deduktif-induktif yaitu:

a. Metode deduktif yaitu mendeskripsikan hukum positif atau peraturan
perundang-undangan mengenai hak memilih dan dipilih dalam jabatan
publik dan penergpannya dalam vonis penjatuhan pidana tambahan
pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik pada kasus Djoko
Susilo.

b. Metode Induktif, yaitu metode berfikir dengan menganalisis vonis
penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam
jabatan publik pada kasus Djoko Susilo dengan menggunakan teori-teori

yang telah ditentukan.

llbid.
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G. Sistematika Pembahasan

BAB pertama beris latar belakang masalah mengena ketertarikan penyusun
untuk meneliti Penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih
dalam jabatan publik Djoko Susilo. Kemudian meringkasnya dalam rumusan
masalah, menjelaskan tujuan dan kegunaan penelitian, membandingkan karya
ilmiah yang telah ada dalam telaah pustaka, menjelaskan kerangka teoritik yang
digunakan, metode penelitian yang dipakai dalam meneliti dan diakhiri dengan
sistematika pembahasan.

BAB kedua beris tinjauan umum mengena tindak pidana korupsi dan
pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Yang pertama akan
menguraikan pengertian korupsi, sebab dan akibat korupsi, upaya pemberantasan
korupsi, sanks pidana korupsi, lembaga pemberantasan korupsi di beberapa
negara. Kemudian dalam pokok bahasan yang kedua akan diuraikan pengertian
hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik, pengaturan hak-hak memilih dan
dipilih dalam jabatan publik dalam perundang-undangan, jenisjenis hak non-
derogable dan derogable, dan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan
dipilih dalam jabatan publik.

BAB ketiga berisi kronologi kasus korups Djoko Susilo, kemudian
menguraikan dakwaan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum KPK, dan juga
amar putusan pengadilan tindak pidana korupsi tingkat pertama, banding, dan
kasasi.

BAB keempat menguraikan hasil penelitian sebagai jawaban dari rumusan

masalah pada bab pertama, dengan menganalisis penjatuhan pidana tambahan
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pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik Djoko Susilo dengan
Pasal 38 KUHP, dan analisis mengenai penjatuhan pidana tambahan pencabutan
hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik Djoko Susilo dilihat dari perspektif
Hak Asas Manusia

BAB kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan hasil
penelitian, dan juga saran-saran sebagal bentuk rekomendasi untuk pihak-pihak

yang terkait dengan penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A.Kesimpulan

1. Penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam
jabatan publik Djoko Susilo terjadi kesewenang-wenangan, karena hakim tidak
membatasi pencabutan hak tersebut dalam jangka waktu tertentu seperti yang
telah diatur dalam pasal 38 KUHP. Pidana tambahan tersebut juga terkesan
berlebihan, karena apabila pidana tambahan tersebut tidak diterapkan pun
Djoko Susilo akan terseleksi oleh syarat administratif untuk menjadi pejabat
publik yang diatur telah dalam beberapa peraturan perundang-undangan.
Dilihat dari kacamata hukum progresif pidana tambahan pencabutan hak untuk
memilih dan dipilih pada kasus Djoko Susilo merupakan sebuah keberanian
untuk melakukan terobosan baru dalam menghukum koruptor karna selama ini
para koruptor belum pernah ada yang dihukum dengan pidana tambahan
tersebut.

2. Penjatuhan Pidana Tambahan Pencabutan hak memilih dan dipilih dalam
jabatan publik Djoko Susilo termasuk pelanggaran HAM, karena telah
mencabut hak tersebut secara utuh, yang seharunya hanya membatasinya dalam
jangka waktu tertentu. Akibat dari pidana tambahan tersebut Djoko Susilo tidak
dapat menggunakan haknya untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik
seumur hidup, meskipun telah bebas dari hukuman penjara yang telah

dijalaninya.
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B. Saran

1. Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut dan Hakim dalam menjatuhkan
hukuman pada kasus korupsi, jangan hanya menitikberatkan pada pembalasan
bagi perbuatan terpidana agar terpidana jera, dan juga untuk memenunhi
tuntutan rasa keadilan bagi masyarakat dengan mengabaikan rasa keadilan bagi
terpidana.

2. Hakim dalam menjatuhankan pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu
harus mencantumkan berapa lama hak tersebut dicabut, sebagaimana yang
diatur dalam Pasal 38 KUHP. Sehingga tidak terjadi pelanggaran HAM dalam
vonis yang dijatuhkan. Karena dalam HAM hanya dikenal pembatasan hak
warga negara bukan meniadakan, menghilangkan atau mencabut hak warga

negara secara utuh.
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5. Penuniut Umum sejak tanggal 01 April 2013 sampai dengan tanggal 20
April 2013;

6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri sejak
tanggal 15 Apri! 2013 sampai dengan tanggal 14 Mei 2013;
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7. Pemanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada
Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan tanggal 13
Juli 2013;

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Juli 2013
sampai dengan tanggal 12 Agustus 2013;

8. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Agustus 2013 sampai dengan
tanggal 11 September 2013;

10. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Se;)tember 2013 sampai dengan
tanggal 08 Oktober 2013,

11. Ketua Pengadilan Tinggi DK! | sejak tanggal 09 Okiober 2013 sampai
dengan tanggal 07 Desember 2013;

12. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak
tanggal 08 Desember 2013 sampai dengan tanggal 06 Januari 2014 ;

13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Rl u.b, Ketua Muda
Pidana Mahkaman Agung RI Naomeor:

\“‘f@.gqﬂfzm4!5.-305.Tah.8usiPP!2014;’MA tanggal 6 Januari 2014 Terdakwa
i ‘{eﬁ?‘rintahkan untuk ditahan selama 50 (iima puluh} hari, terhitung sejak
tangaal 6 Januari 2014;

Ij’-ggganjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Ri u.b.

igé'{ua Muca Pidana Mahkamah Agung Rl Nomar:

' 509/2014!5.0DS.Tah,SuslPPQOMIMA tanggal 6 Januari 2014 Terdakwa
diperintabkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh} hari, terhitung sejak
langyal 25 Februari 2014;

15. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahxamah Agung Rl ub.
Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI Nomaor:
733/2014/5.005. Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 3 April 2014 Tercakwa
diperintahkan untuk dilahan selama 30 (tiga puluh} hari, terhitung sejak
tanggai 26 April 2014;

16. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Keswa Mahkamah Agung RI u.b.
Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI Nomor:
734/2014/5.005.Tah. Sus/PP/2014/MA tanggal 3 April .2014 Terdakwa
diperintahkan untuk ditahan selama 3C (tiga puluh) hari, terhitung sejak
tanggal 26 Mei 2014,

Mahkamah Agung tarsebut;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Negeri Jekarta Pusat Nomor : 20/PID.SUS/TPK/2013/FPN.JKT.PST tanggal 03
September 2013;
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Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Tinggi Jakarta Nomor: 36/PID/TPK/2013/PT.DKI tanggal 15 Desember 2013;

Membaca Akta pemberitahuan Putusan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta kepada Penuntut Umum pada Komisi
Pemberantasan Korupsi Nomor:  36/PID/TPK/2013/PT.DKI  jo. Nomor
20/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST tanggal 2 Januar 2014 dan kepada
Terdakwa Nomar: 36/PID/TPK/2013/PT.DKI jo. Nomor
20/PID.SUSITPK/2013/PN.JKT.PST tanggal 10 .;anuari 2014;

Membaca Akta Permchonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon
Kasasi WPenuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor:
01/Akta.Pid. Sus/2014/PN.JKT.PST tanggal 6 Januari 2014 dan Pemohon
Kasasi |l/Terdakwa Nomor: 01/Akta.Pid.Sus/2014/PN.JKT.PST tanggal 23
Januari 2014;

Membaca Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi l/Penuntut Umum pada
Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 16 Januari 2014 yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

““Jakarta Pusat tanggal 16 Januari 2014 dan Memori Kasasi dari Pemchon
asasi |l/Terdakwa tanggal & Februari 2014 yang diterima di Kepaniteraan
"'I.J::,.;éngadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan MNegeri Jakarta Pusat
; “;»ﬁnggm 6 Februari 2014;
/A Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Mengingai Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Rl Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Rl Nemor 31 Tahun 199¢ tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, Pasal
3 Undang-Undarig Rl Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo
Pasal 65 ayat {1) KUHPidana, Pasal 3 ayat (1) huruf ¢ Undang-undang RI
Nomer 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan
Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian
Uang jo Pasal 55 ayat {1) jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No.
48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14
Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang
No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun
2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
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MENGADILI

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemchon Kasasi IlfTerdakwa:
INSPEKTUR JENDERAL POLIS! Drs. DJOKO SUSILO, 8H., M.Si tersebut:

Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut
Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi terseput;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pacds
Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 36/PID/TPK2013/PT.DK) tanggal 15
Desember 2013 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor
20/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT PST tanggal 03 September 2013 sekedar
mengenai ketentuan barang bukti nomor urut 1319, 1320 dan 1321, sehingga
amar selengkapnya berbunyi:

MENGADIL| SENDIRI:
1. Menyatakan Terdakwa Inspcktur Jenderal Polisi Drs. DJOKO SUSILO,
SH. M.Si. telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan

S \?S\_abungan beberapa kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Dakwaan Kesatu Primair serta Tindak Pidana Pencucian Uang

oS béra Bersama-sama dan Gabungan Beberapa Kejahatan sebagaimana

Iralur dan diancam dalam Dakwaan Kedua Pertama dan Dakwaan Ketiga;

._.;_'.:Me njatuhkan pidana lerhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

"':""pe-n;ard selama 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda sebesar
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan keteniuan apabila pidana
denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan seiama
1 (satu) tahun;

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti  sebesar
Rp32.000 000.000,00 (tiga puiuh dua miliar rupian), dan apabila Terdaikwa
tidak membayar uang pengganti dalam wakiu 1 (satu) bulan setelah
putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat
disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
Apabila harta bendanya tidak mencukup: mzka dijatuhi pidana penjara
selama 5 {lima) tahun;

4. Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan berupa pencabutar hak-
hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik ;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan, dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
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6. Memerintahkan agar Terdakwa Inspektur Jenderal Polisi Drs. DJOKO
SUSILO, SH.,M.Si. tetap berada dalam tahanan:

=~

Menetapkan agar barang bukti:

» Dalam perkara Tindak Pidana Korupsi berupa :

1 1 (satu) bundel fotokepi dilegalisir sesuai aslinya patkan surat

keputusan pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan d
lingkungan POLRI atas nama Drs.Djoko Susilo,SH,M.Si , yang terdiri

dari :

a

d.

1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir surat petikan surat keputusan
No.Pol : Skep/453/1I1/2001 tentang pemberhentian dari dan
pengangkatan dalam jabatan di lingkungan POLRI atas nama
Drs. DJOKO SUSILO,SH MSi dengan jabatan ‘ama Kabag Regident
Lantas Dit Lanias Polda Metro Jaya dengan jabatan baru Kapolres
Bekasi Polda Metrc Jaya dengan TMT 29 Maret 2001.

1 {satu) lembar fotokopi dilegalisir surat petikan surat keputusan
No.Pol : Skep/628/1X/2003 tentang pemberhentian dari dan
pengangkalan dalam jabatan di lingkungan POLR! atas nama
Drs.DJOKC SUSILO,SH MSi dengan jabatan lama Kapolres Metro
Jakut Pelda Metro Jaya dengan jabatan baru Kapolres Metro Jakut
Polda Metro Jaya dengan TMT 02 September 2003.

1 (satu) lembar fotckopi dilegalisir surat petikan surat keputusan
No.Pol . Skep/537/VH/2004 tentany pemberhentian dari dan
pengangkatan dalam jabatan di lingkungan POLRI atas nama
Drs.DJOKO SUSILO,SH,MSi dengan jabatan lama Kapolres Mesro
Jakut Polda Metro Jaya dengan jabatan baru Direktur 1 ANTAS
Polda Metro Jaya dengan TMT 16 Juli 2004,

1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir surat petixan surat keputusan
No.Pol - Skep/353/VIII2008 lentang pemberhertian dari dan
pengangkalan dalam jabatan di lingkungan POLR| atas nama
Drs DJOKO  SUSILO,SH MSi dengan jabatan lama Diektur
LANTAS Polda Metro Jaya dengan jabatan bard WADIR LANTAS
BABINKAM POLRI dengan TMT 23 Agustus 2008.
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iy, 1488.

1489,

1490.

1493.

1 (satu) bundel cokumen copy legalisir berupa buku tanah dengan
hak Milik No. 2933 yang terletak di Kp. Bedahan RT. 01/02 Kel.
Bedahan Kec. Sawangan Kola Depok atas nama MAHDIANA haserlg
1 (satu) bundel folokopi 'egalisir Akta Jual Beli No, 08/ 2007 tanggal
24 Mei 2007 ;

1 (satu) bupdel dokumen copy legalisir berupa buku tanah dengan
Hak Guna Bangunan No. 773 yang telah ditingkatkan Haknya
menjadi Hak Milk No. 1782 yang t:erletak di Blok C V| No. 02 Kel
Sawangan Kec. Sawangan Kota Depok atas nama MAHDIANA
peserta 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Jual Beli No. 083/ 2007
tanggal 2 Oktober 2007 ;

1 (satu) bundel dokumen copy legalisir berupa buku tanah dengan
hak Milik No. 990 yang terletak di Desa Beji Kec. Depok Kota Depok
(yang telah berubah menjadi Ke!. Beji Kec. Beji Kota Depck sesual
dengan Akta Jual Bell No. 18/2008) atas nama MAHDIANA beserta 1
(satu) bunde! fotokopi legaiisir Akta Jual Beli Ne. 18/ 2006 tangga! 15
September 2006 ;

. 1 (satu) bundel dokumen copy legalisir berupa buku tanah dengan

hak Milik No. 2883 yang terletak di Kp. Bedahan RT. 01/02 Kel.
Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok atas nama MAHDIANA |

1 (saiu) bundel dokumen copy legalisir berupa buku tanah dengan
Rak Millk No. 1212 yang terietak di Kel Bedanan Kec. Sawangan
Kota Depok atas nama MAHCIANA beserta 1 (satu) bundel ‘otokopi
legalisir Akta Jual Beli No 10/2006 tanggal 28 Juni 2006,

1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir warkat Bilyet Giro Nao.
BZ840155 tanggal 5 Oktober 2011, sejumlah Rp1.870.000 000,00
(satu miliar deiapan ratus tujuh puluh juta rupiah), dari rekening SNI
cabang Bekasi, atas nama BUDI SUSANTO, No Rekening
(0016248990, ke rekening tujuan: Bank Permata atas nama PT Panji
Rama Otomotif, No. Rekening 0701082598 ;

No.1462 s/d 1493 Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam

semua tingkat peracdilan yang dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebesar
Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianiah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung Rl pada hari Rabu, tanggal 4 Juni 2014 oleh Dr. Artidjc Alxcstar, S.H.,
L.LM., yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung Rl sebagai Ketua Majeis,
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Prof. Dr. Mochamad Askin, S.H., dan MS. Lumme, S.H,,_ Hakim-Hakim Ad Hoc
Tipiker pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan di'u,'capkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh
Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Budi Prasetyo, SH., M.H.

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum
dan Pemohon Kasasi ll/Terdakwa.

Panitera Pengganti, Ketua Majelis,
Ttd/ Ttd/
Budi Prasetyo, S.H., M.H. Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
==~a.1N Panitera
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